BAB IV
DOMINASI AMERIKA SERIKAT DALAM EKONOMT POLITIK
INDONESIA

Berdasarkan seluryp Paparan di muka, jelaslah bahwa Amerika

Serikat telah memberi utang, baik bilateral haupun muitilateral mejajy;

Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan AS. Fungsi dari forum
tersebut adalah untuk mengkoordinasikan pemberian utang kepada Indonesia
agar digunakan secara efektif

Dalam kebijakan pemberian utang melaluj forum IGGI merupakan
salah satu upaya untuk manipulasi perekonomian Indonesia, Sebagai contoh
dengan adanya forum tersebut dalam perkembangannya justru membuat
ketergantungan Indonesia terhadap utang Iuar negeri semakin besar. Jika pada
tahin 1970 utang Indonesia hanya sekitar Rp 12 triliun, maka tahun 1980
angkanya melonjak menjadi Rp24 triliun atay naik delapan kalj lipat. Pada
tahun 2003 CGI memang dibubarkan, namun ketergantungan Indonesia
terhadap utang termasuk kepada Amerika Serikat tetap tinggi. Menurut data

Dirjen Pengelolaan Utang  Departemen Keuangan, pada tahun 2009,
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Indonesia harus membayar utang sebesar 97,7 triliun, yang 58,65 triliunnya
merupakan utang luar negeri. Uang dengan jumiah tersebut paling tidak harus
terus dibayar Indonesia sampai tahun 2015, baru sedikit mengalami
penurunan menjadi Rp. 66,7 triliun mulai tahun 2016.%® Pada tahun 2011,
Amerika Serikat merupakan negara donor terbesar ketiga setelah setelah
lembaga-lembaga multinasional (Bank Dunia, ADB, dan Jepang, dengan nilai
US$ 25 miliar. Utang tersebut yang mencakup pemerintah (US$20 miliar)
dan swasta (5 miliar) pada tahun 2011.%°

Akibat yang harus ditanggung Indonesia adalah kewajiban
pembayaran kepada Amerika Serikat maupun lembaga donor. Manakala
krisis melanda, Indonesia diharuskan melakukan sejumlah penyesuaian demi
tetap memperoleh kucuran pinjaman. Semua itu mengakomodasi kepentingan
Amerika Serikat sebagai pemberi pinjaman sebagaimana tercermin dalam bab

A. Akomodasi Kepentingan Amerika Serikat Dalam Ekonomi Politik

Indonesia

Sejumlah  kebijakan yang bersifat liberalisasi, deregulasi,
debirokratisasi telah dilakukan Indonesia sejak akhir 1980-an, baik di sektor
riil maupun moneter. Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat

mempertahankan, menambab, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam

58 http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/140
% Jeffrey D. Sachs et.al. 1989. Developing Country Debt and Economic Performance: Country
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upaya mempertahankan kemampuan ekonomi serta dapat mendasari
pemberian utang luar negeri untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.
Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar, maka kebijakan
vang diambil adalah kebijakan ekspansif, sedangkan kebijakan moneter
kontraktif dilakukan dengan mengurangi jumlah uang beredar atau yang
dikenal dengan kebijakan uang ketat. *°

Kebijakan moneter bersama Amerika Serika untuk melangsungkan

pemberian utang luar negeri Indonesia pada dasarnya di gunakan untuk tujuan:

a. Operasi pasar terbuka (open market operation) antara Amerika
Serikat dengan Indonesia, artinya dengan melihat kebijakan
moneter, maka amerika serikat dapat memberikan utang terhadap
Indonesia dengan persyaratan bahwa kegiatan pasar terbuka harus
menguntungkan bagi Amerika Serikat.

b. Fasilitas diskonto (discount rate), Artinya dalam pemberian utang,
tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan
pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia.

c. Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio)

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah
pinjaman, jika rasio cadangan diperbesar, maka kemampuan bank

memberikan kredit akan lebih kecil dibanding sebelumnya.®!

f? Nopirin. 1990. Ekonomi Moneter, Buku II. Yogyakarta: BPFE.
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Kebijakan Amerika Serikat dalam memberikan utang terhadap
Indonesia pada dasarnya ditekankan pada nilai suku bunga. Pada dasamya
bahwa suku bunga hal terpenting, dalam rangka mencapai sasaran akhir
kebijakan, terkait dengan pemberian utang luar negeri Indonesia terhadap
Amerika Serikat yang dapat dilakukan dengan berbagai beberapa cara, dimana
hal tersebut sangat terkait dengan pemilihan langkah kebijakan yang tepat
dalam merespons fluktuasi perekonomian.®

Beberapa latar belakang pemikiran juga mengimplikasikan bahwa
dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang berorientasi stabilitas (stabilization
policy), upaya untuk mempengaruhi policy variables dapat dilakukan dengan
baik dengan melandaskan pada kaidah (rules) yang memperhitungkan adanya
feed back yang bersifat tetap dalam hubungan antar variabel ekonomi Negara.

Strategi kebijakan tersebut merupakan alternatif dari strategi kebijakan
aktif atau discretion, yang lebih didasarkan pada penilaian dan pertimbangan
tertentu (fine tuning) dari pengambil kebij,akﬁn untuk menentukan utang

Indonesia terhadap Amerika Serikat. Pemahaman alternatif dari hal tersebut
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Pada dasarnya alternatif penentuan respons kebijakan moneter antara
Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dilakukan dengan menggunakan
rules atau dengan menggunakan discretion. Konsensus yang diambil setelah
melalui perdebatan yang panjang diantara para ekonom berkaitan dengan
pilihan terhadap kedua pola penetapan tersebut menyatakan bahwa bank
sentral tidak dapat menerapkan kebijakan moneter sepenuhnya berdasarkan
pola discretion. Di sisi lain, beberapa pola rules divakini sebagai suatu
prasyarat bagi penerapan kebijakan moneter yang baik schingga penerapan
kebijakan tanpa menggunakan suatu rule tertentu mungkin akan menimbulkan
konsekuensi dalam kerja sama.

Sementara itu di sektor migas, pemerintah Indonesia telah membuka
diri dengan sangat untuk mengundang investor-investor asing. Liberalisasi
migas akan berdampak langsung terhadap ekonomi dan keuangan:

a. Dikuasainya migas baik di sektor hulu maupun hilir oleh Amerika
Serikat sebagai jaminan pemberian utang,

b. Dengan adanya utang Indonesia terhadap Amerika Serikat maka

Aol O Mo Lot it LAl Aran haralinena A Widnns
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Fenomena utang luar negeri sebagaimana tersebut di atas membuat
perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Paling tidak beberapa kejadian
berikut dialami Indonesia karena ketidakmampuan mengelola utang dan
perekonomian negara:

a. Utang luar negeri menyebabkan terjadinya distorsi perekonomian
nasional. Hal ini dikarenakan adanya upaya dari IMF sebagai
lembaga paling berwenang menyelesaikan masalah utang luar negeri
untuk mengarahkan beberapa kebijakan mereka kepada Indonesia,
seperti kebijakan menaikan pajak dan pengurangan anggaran
pemerintah dalam upaya menghindari terjadinya defisit dalam
bidang fiskal. Tidak hanya itu, IMF juga memengaruhi kebijakan
yang sama sekali tidak berhubungan dengan perekonomian misalnya
berkenaan dengan reformasi struktural kepemimpinan negara atau
lembaga keuangan.

b. Utang luar negeri mengakibatkan terjadinya ketergantungan
(dependency) secara politik dan ekonomi terhadap asing. Hal ini
berkenaan dengan sikap mental bangsa yang terbiasa mengandalkan
orang lain dalam menyelesaikan masalah melalui utang sehingga
kehilangan kreatifitas, Selain itu, ketergantungan ini dilahirkan
secara sistematis melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
ketika Indonesia menerima utang luar negeri, misalnya kesediaan

Indonesia agar tenaga ahli, barang-barang/jasa, pendistribusian dan

FLEE D R TR T T R, AR



93

disediakan dan dikerjakan oleh negara pemberi utang. Artinya utang
yang diberikan tersebut sebenarnya kembali kepada negara yang
memberikan utang dalam bentuk proyek.
. Indonesia menjadi negara liberal yang tidak memperhatikan
kepentingan masyarakat. Justru keperpihakan pemerintah lebih
kepada kelompok pemodal dan investor asing. Akhimya mereka
menguasai faktor-faktor ekonomi strategis, termasuk dalam bidang
produksi. Dalam kondisi seperti ini, rakyat menjadi miskin ditengah
gelimang kekayaan alam. Yang terjadi adalah ketimpangan sosial
ekonomi antara kelompok pemodal dengan rakyat biasa.
. Jumlah wutang Indonesia semakin meningkat karena adanya
pertambahan bunga setiap tahun, belum termasuk naiknya harga
dollar. Pada tahun 2009, setiap tahun diperkirakan Indonesia harus
membayar utang pokok dan bunga utang hampir sebesar 100 triliun
atau 25 % atau lebih dari APBN. Jumlah pembayaran utang
merupakan porsi terbesar pengeluaran APBN.
. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan
kesehatan dasar, penyediaan air bersih, listrik dan lingkungan yang
sehat. Hanya saja dalam realitanya seringkali pemerintah menyebut
diri sudah berhasil memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dalam

kampanye legislatif 2009 yang lalu, pemerintah begitu bangga
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Minyak (BBM) sebanyak tiga kali dari Rp. 6.000,- menjadi
Rp.4.500,-. Sayang pemerintah tidak pernah menyebut bahwa
mereka juga telah menaikkan harga BBM dari Rp.2.700,- menjadi

Rp. 6.000,-.
Beberapa dampak utang tersebut akan memengaruhi berbagai
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Negara yang sudah
terjebak dengan utang akan mengalami n;asalah dalam bidang politik,

sosial, budaya, keamanan, berbagai sektor strategis dalam bermasyarakat.

Jika diperhatikan, berbagai Undang-Undang lahir dari campur

tangan Amerika Serikat sebagaimana dilansir oleh USAID. antara lain:

a. Undang-Undang Pasar Modal,

b. Undang-Undang Perseroan Terbatas,

c. Undang-Undang Penanaman Modal,

d. Undang-Undang Otonomi Daerah,

e. Undang-Undang Kelistrikan,

f Undang-Undang Migas,

g. Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat,

h. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-
Undang Perlindungan Konsumen,

i. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan
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Lembaga-lembaga yang ada di Amerika Serikat juga terlibat dalam
mengimplementasikan berbagai regulasi tersebut termasuk mengenai
lahirnya sejumlah institusi seperti: PPATK dan KPPU. Dalam membantu
merencanakan, mengimplementasikan dan mensosialisasikan kebijakan-
kebijakan Pemerintah Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, hutang
dan lain sebagainya. USAID secara aktif bekerjasama dengan kementerian
terkait, lembaga legislatif baik pusat maupun daerah, institusi pendidikan
hingga lembaga-lembaga non pemerintahan yang dalam programnya yang
bertajuk: Recovery of Economic and Financial Systems. Kesemuannya itu
adalah bentuk monopoli perekonomian Amerika Serikat terhadap

Indonesia.®

Eksploitasi Berbagai Sumber Daya Alam Oleh Perusahaan-

Perusahaan Amerika Serikat

Dalam kepentingan ekonomi, Amerika Serikat selalu
mempersoalkan bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi
antara Indonesia dan Amerika Serikat. Karena alasan perdagangan antara
dua negara masih lemah di bandingkan dengan Negara-negara lain.
Perdagangan Amerika Serikat tahun ini dengan Indonesia hanya $20

miliar, sementara dengan Malaysia adalah $40 miliar %

% Ibid.

 Henry J Kenny, “An Analysis of Possible Threats to Shipping in Key Southeast Asian Sea

- . e



96

Sebagai negara eksportir minyak dan gas terbesar di Asia

Tenggara, Amerika Serikat harus memiliki hubungan yang baik dan stabil

dengan Indonesia. Bagaimanapun, kebutuhan energi Amerika Serikat

sangat besar, dan Indonesia merupakan salah satu sumber pemenuhan
kebutuhan tersebut. Pendekatan Amerika Serikat terhadap Indonesia
segera terlihat setelah terpilihnya Presiden Barack Obama, yang kemudian
dilanjutkan lewat kunjungan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton ke
Indonesia Februari 2009 dan Juli tahun ini. Adapun kepentingan Amerika
tethadap Indonesia adalah bertujuan untuk ikut campur dalam sistem
perekonomian Indonesia melalui sektor pertanian, migas, dan industri.
Dalam bidang ekonomi, kalau pada tahun 1957 Soeckamno
menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, sekarang yang terjadi
justru perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak di
jual ke asing dengan memberikan istilah: privatisasi, penanaman modal
asing, maupun pelepasan saham BUMN. Kalau pada awal 1965 Indonesia
menarik diri dari keanggotaan PBB, IMF, dan Bank Dunia, sekarang justru
sebaliknya. Tidak heran kalau kita melihat utang luar negeri Indonesia
semakin meningkat, utang pada akhir pemerintahan Soekarno 2,17 miliar
dollar AS, pada akhir pemerintahan Soeharto naik 25 kali lipat menjadi 54
miliar dollar AS, dan pada akhir 2010 lalu angka ite sudah membengkak

lebih dari 50 kali lipat menjadi 116 miliar dollar AS.%
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Di sisi lain sumber daya alam Indonesia, baik tambang, pertanian,
industri, bahkan air semakin dikuasai asing. Oleh sebab itu tidak aneh jika
mantan Presiden BJ. Habibie pada peringatan hari lahirnya Pancasila, 1
Juni 2011 di Gedung DPR/MPR menyatakan: “Salah satu manifestasi
globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya adalah pengalihan kekayaan
alam suatu negara ke negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah
yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke negara asal, sedemikian
rupa sehingga rakyat harus "membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah
penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atan dalam pengertian
sejarah kita, VOC, dengan baju baru”

Fakta menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah merdeka,
asing masih mendominasi sektor-sektor strategis Indonesia, memang
Belanda keluar dari Indonesia, namun kedudukannya digantikan oleh
Amerika serikat dengan gaya yang berbeda. Menurut Ichsanuddin Noorsy,
cengkeraman Amerika itu tampak ketika Amerika menjatuhkan Soekarno
lima pekan setelah Soekarno menerbitkan UU yang menolak pinjaman dan
investasi asing pada 23 Agustus 1965. Proklamator ini dijatuhkan dengan
inflasi 600 persen yang dibuat CIA.%

Melalui presiden Soeharto, investasi asing berjalan mulus dan
pinjaman luar negeri dibuka. Pada tahun 1967, dalam pertemuan di Swiss
antara wakil Indonesia dengan negara-negara asing dan korporasi raksasa,

disepakati pengkaplingan wilayah dan sumber daya alam Indonesia. Salah
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satunya Amerika melalui Freeport mendapatkan Papua Barat. Sebagai
jalan untuk melegalisasi masuknya Freeport ke Papua, maka dilahirkanlah
UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal. Tidak aneh kalau
Presiden AS, Richard Nixon, pada tahun 1967 menyatakan bahwa
Indonesia merupakan “hadiah terbesar (the greatest prize)” di wilayah Asia
Tenggara.67
Sejak reformasi, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945,
terbuka lebar pintu masuk liberalisasi secara konstitusional dalam segala
bidang. Banyak undang-undang yang dibuat karena intervensi atau
pesanan asing. Menurut anggota DPR, Eva Kusuma, selama 12 tahun
pasca reformasi ada 76 undang-undang yang drafinya dari asing.
Disamping itu, tercatat 1800 perda dihapus untuk memuluskan neo-
kolonialisme dengan mengatasnamakan investasi.®®
Dalam bidang migas, lahir UU No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), UU ini semakin membuka kran
liberalisasi migas. Pertamina dikebiri, dan perusahaan asing diberi
kesempatan seluas-luasnya untuk mengeruk ladang migas Indonesia.
Menurut Dr. Kurtubi "ini merupakan bentuk dari kelanjutan konsensus di
zaman penjajahan”. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat yang berkaitan
dengan minyak dan gas tampak pada penguasaan minyak Blok Cepu.
Privatisasi sektor migas ditunjukkan dengan diakuisisinya minyak Blok

Cepu oleh ExxonMobil, hal tersebut mengindikasikan adanya kebijakan

“ David Ransom, Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, 2006
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liberalisasi ekonomi, sehingga sektor huly maupun sektor hilir semuanya
bisa dikuasai dan dikendalikan oleh asing. Hal ini disebabkan karena
adanya utang Indonesia terhadap asing yang sebagai jaminanannya adalah
sektor migas, %’

Keberhasilan ExxonMobil™ sebagai perusahaan swasta asing
dalam mangakuisisi minyak di Blok Cepu mengindikasikan adanya
intervensi pemerintah AS. Pengakuisisian tersebut tersebut bermula ketika
berita mengejutkan terdengar ketika pada Februari 2001 Mobil Cepu Ltd —
anak perusahaan dari ExxonMobil yang bekerjasama dengan Pertamina
menemukan sumber minyak mentah dengan kandungan 1,478 milyar barel
dan gas mencapai 8,14 milyar kaki kubik di lapangan Banyu Urip. Ini
merupakan penemuan sumber minyak paling signifikan dalam dekade
terkahir. Tak berapa lama masalah kemudian muncul. ExxonMobil dan
Pertamina terlibat dalam negosiasi yang lama dan panjang untuk

pembagian dan pengerjaannya. Di tahun 2006 akhimya presiden terpilih

% ELIPS..2004. Indonesia Economic Law, Institutional and Professional Strengthening (ELIPS m
Activity. htip://pdf.usaid.gov/pdf docs/PDACD419.pdf.23:00.
" Exxon sendiri dibentuk tahun 1800 dengan nama Exxan Company International (ECI).
Data dari majalah Fortune tahun 1993, Exxon menduduki peringkat pertama perusahaan
minyak dunia dengan penjualan 132.774 juta dollar AS, keuntungan 4.777 juta doliar AS,
dan aset 85.030 juta doliar AS. Sedangkan Mobil Corporation berada di tingkat ke empat
dengan penjualan 57.215 juta dollar AS, keuntungan 862 juta dollar AS, dan aset 40.561
juta dollar AS. Pada 30 ‘Nopember 1999, Exxon Corporation resmi bergabung dengan
“ Mobil Corporation menjadi ExxonMobil Corporation. ExxonMobil memproduksi 4 - 4.5 juta
barel minyak dan gas per hari, yang dihasilkan ladang minyak di 24 negara. Untuk
eksplarasi. ExxonMobil telah melakukan di 48 negara dan menjual minyak dan gas di 25
negara. Pada divisi. pengembangan ExxonMabil memiiiki 32 proyek di 15 negara yang
memeriukan dana 33 milyar dollar AS untuk pembangunan seluruh proyek tersebut. Di
sisi Iain, Exxon juga dituduh sebuah grup riset Council on Economic Priorities seba ai
perusahaan nomor atas penyebab polusi sepanjang tahun 1994. Begitu juga kasus
tumpahnya minyak dari tangker raksasa Exxon Valdez di Prince William Sound, patai
barat AS, pada Maret 1989 lalu yang menyebabkan lebih dari 11 juta galion (41 juta liter)
minyak mencemari perairan dan lingkungan di teluk Alaska.Lihat,
http://id.wikipedia.org/wiki/Blok__cepu
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Susilo Bambang Yudhoyono memecat dewan direksi Pertamina dan
menunjuk ExxonMobil sebagai operator utama. Sebuah kontrak perjanjian
pengelolaan Blok Cepu selama 30 tahun dibuat dan ditandatangani.
Komposisi penyertaan saham masing-masing 45 persen untuk ExxonMobil
dan Pertamina serta 10 persen untuk pemerintah setempat dengan
perincian 4,48 persen Bojonegoro, 2,18 persen Blora, 2,24 persen Jawa
Timur dan 1,09 persen Jawa Tengah.”"

Sebuah kontrak perjanjian pengelolaan Blok Cepu selama 30
tahun dibuat dan ditandatangani oleh pemerintah dan. Exxon Mobil.
Komposisi penyertaan saham masing-masing 45 persen untuk Exxon
Mobil dan Pertamina serta 10 persen untuk pemerintah setempat dengan
perincian 4,48 persen Bojonegoro, 2,18 persen Blora, 2,24 persen Jawa
Timur dan 1,09 persen Jawa Tengah. Luas wilayah kerja pertambangan
Blok Cepu keseluruhan adalah 919,19 km persegi —dengan perhitungan
624,64 km persegi di Kabupaten Bojonegoro, 255,60 km persegi di
Kabupaten Blora dan 38,95 km persegi di Kabupaten Tuban. Exxon Mobil
memastikan Blok Cepu bisa menghasilkan minyak mentah 170.000 barel
per hari, dan memberikan penghasilan 4 juta dollar AS per hari kepada
pemerintah, dengan asumsi harga minyak mentah 35 dollar per barel. Total
cadangan minyak di Blok Cepu menurut konsultan dari Amerika mencapai

2 milyar barel. Perlu diketahui 25 persen sumber daya alam yang tak dapat
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minyak-minyak yang berada di lapisan dangkal, salah satu ladang yang
bernama Blok Cepu ini dilakukan pengeboran lebih dalam.”

Pemecatan Direksi Pertamina merupakan jalan untuk
memuluskan proses akuisisi Blok Cepu. Pemecatan tersebut melibatkan
beberapa orang dari pemerintah seperti Rizal, walau hanya sebagai staf
ahli menteri, namun ia bisa memastikan pencopotan direksi Pertamina.
Rizal juga menjadi “wakil” Pertamina, berunding dengan ExxonMobil
untuk mengurus pengelolaan Blok Cepu, ladang minyak dengan cadangan
minyak terbesar di negeri ini. Hasilnya: Blok Cepu diserahkan ke
ExxonMobil. Bersama Lin Che Wei dan M. lkhsan, Rizal tercatat pernah

“mewakili” PT Pertamina untuk merundingkan Kontrak Kerja Sama Blok Cepu
antara PerMmiqa dengan Exxon Mobil Qil Indonesia. Perundingan mereka
menghasilkan keputusan kontroversial yang mengejutkan banyak pihak, k;';lrena
Blok Cepu kemudian benar-benar diserahkan kepada ExxonMobil dengan
kontrak selama 30 tahun sejak Maret 2006. Perusahaan Amerika itu
mengeksploitasi Blok Cepu lewat anak perusahaannya, Mobil Cepu Ltd.

Kontroversi itu terutama karena penyerahan Blok Cepu kepada
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Keikutsertaan Rizal dkk. yang “mewakili” Pertamina dalam
negosiasi itu, oleh Sony Keraf, anggota PDIP, disebut sebagai bentuk
intervensi pemerintah yang berlebihan. Alasan Keraf penyerahan Blok
Cepu kepada Exxon, tidak atau tanpa melalui RUPS sebagaimana diatur
oleh UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Mewakili suara PDIP, Keraf
karena itu mencurigai ada campur tangan asing yang kuat melobi
pemerintahan  Yudhoyono. Hal itu tecermin dari kuatnya lobi-lobi
pemerintah Amerika Serikat dan petinggi ExxonMobil terhadap
pemerintah Indonesia.” Lolosnya ExxonMobil mengelola Blok Cepu,
menimbulkan spekulasi bahwa perusahaan itu telah melobi Washington
agar menekan Jakarta untuk melakukan amendemen UUD 1945 yang
menyangkut pasal-pasal pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Sebuah
spekulasi yang niscaya sulit diurai kejelasannya.

Pencopotan Widya Pumama dari jabatan Direktur Utama
Pertamina dilakukan sekitar sepekan sebelum Condoleezza Rice, Menteri
Luar Negeri Amerika di zaman Presiden Bush berkunjung ke Jakarta, 14-
15 Maret 2006. Widya merupakan petinggi Pertamina yang menghendaki
Blok Cepu dikembalikan ke Pertamina. Dalam konferensi pers yang
digelar Pertamina pertengahan Agustus 2005, Widya pernah
mengungkapkan alasannya, mengapa Pertamina harus mengelola Blok
Cepu. Menurutnya, selain sesuai dengan amanah undang-undang hal

tersebut juga sesuai perintah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada

3 «EpDIP: Akuisisi Blok Cepu oleh Exxon Melanggar Hukum,”



103

30 Juni 2005. Rapat yang dicatétkan pada notaris itu antara lain
memutuskan pembagian saham 55 persen untuk Pertamina dan pemerintah
daerah. Sisanya untuk Mobil Cepu Ltd. (ExxonMobil) dan Ampolex.
Keputusan RUPS adalah keputusan tertinggi untuk Pertamina.
Sedangkan memorandum of understanding (MoU) yang menyebutkan
pemberian saham ke pemerintah daerah merupakan hal yang tidak
mengikat. Oleh karena itu, Pertamina hanya tunduk pada hasil RUPS dan
bukan pada MoU. Selanjutnya, Widya menyatakan bahwa Pertamina
seharusnya menjadi tuan rumah di negara sendiri. Selain sudah
berpengalaman 48 tahun, pengerjaan Blok Cepu oleh Pertamina menurut
'Widya lebih mudah karena hanya menunggu untuk dibor. Ongkosnya juga
dinilai lebih murah dan tak perlu repot mendatangkan dari Amerika seperti
yang (akan) dilakukan oleh ExxonMobil. Tahap awal, kata Widya,
Pertamina sudah menyiapkan US$ 100 juta, dengan kata lain, Pertamina
sudah bisa fill on stream. Karena dianggap sebagai “duri” dalam daging
yang bisa mengoyak hubungan Jakarta-Washington, muncul manuver
untuk merongrong kedudukan Widya sebagai Direktur Utama Pertamina.
Upaya untuk menggoyang kursi Widya itu antara lain dilakukan melalut
penggiringan opini bahwa Widya merupakan sosok yang tak becus
melakukan perbaikan di tubuh Pertamina. Pertamina di tangan Widya juga
dianggap jalan di tempat. Ketidakberesan distribusi yang menyebabkan

kelangkaan minyak di beberapa daerah dan ketidakberdayaan Pertamina
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Persoalan ketidakberdayaan Pertamina, sebelumnya sudah sering
dinyatakan Sugiharto, yang saat itu menjabat sebagai Meneg BUMN,™
Manuver tersebut semakin menampakkan momentumnya ketika
kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap dekat
dengan Widya, benar-benar memberi isyarat untuk menganti Widya.
Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2006 Widya benar-benar diberhentikan
meski didahului dengan pemberhentian Ical sebagai Menko Perekonomian.
Widya digantikan oleh Ari H. Sumarno, sosok yang dianggap lebih bisa
diajak bekerja sama memuluskan persoalan Blok Cepu. Namun
belakangan Ari pun diberhentikan dan digantikan oleh Karen Agustiawan.
Pemberhentian Ari sebagai Dirut Pertamina itu juga berlangsung sepekan
sebelum Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika, memulai
kunjungannya ke Indonesia, 18 Februari 2009. Selanjutnya, pada tanggal
10 Juni 2009, Karen juga dikabarkan telah mengajukan surat pengunduran
diri sebagai Direktur Utama Pertamina. Situs detikcom menyebutkan,
Karen Agustiawan tak tahan karena dirongrong oleh salah satu kandidat
presiden yang memintanya, agar Pertamina ikut menyumbang dana untuk

kampanye mereka.
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Kasus Blok Cepu merupakan salah satu bentuk manuver
ekonomi-politik baik yang sarat dengan muatan kepentingan pemerintah
pada saat itu. Keberhasilan ExxonMobil dalam mengakuisisi blok Cepu
tersebut juga mengindikasikan adanya intervensi Pemerintah Amerika
Serikat.

Selanjutnya muncul UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air, dimana investor asing diundang untuk menguasai sumber daya air
Indonesia, tidak hanya itu, kemudian keluarnya UU No. 25 tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UU PM), UU ini menyelamatkan kontrak
perusahaan-perusahaan asing yang sudah memasuki akhir kontrak,
sechingga diperpanjang sampai +190 tahun khususnya di bidang
pertambangan. Begitu juga dengan Undang-Undang No. 04 Tahun 2009
tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) menggantikan Undang-
Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan,
melengkapi lepasnya peran pemerintah dari segala hal mengenai

pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada para pemilik
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Produk Undang- Undang tersebut intinya bertujuan: (1)
memberikan peluang seluas-luasnya kepada pihak swasta (dalam étaupun
Iuar negeri), dimana pihak yang mempunyai modal besar mayoritas pihak
asing, untuk mengeruk kekayaan alam negeri ini sebebas-bebasnya.
Akibatnya kekayaan tambang khususnya minyak dan gas bumi dalam
negeri 90% sudah dikuasai asing.”

Undang-undang semisal ini juga dikeluarkan berkaitan dengan
Ketenagalistrikan (UU No. 30 Tahun 2009[16]), Kesehatan (UU No. 36
Tahun 2009), Perbankan (UU perbankan No. 10 Tahun 1998), dll. Hasil
dari semua UU tersebut adalah dikuasainya Indonesia oleh asing hampir
pada semua sektor kehidupan, semua itu mereka dapatkan tanpa harus ikut
susah payah membangun negeri ini, tanpa harus mengerahkan militer
untuk menjaga kepentingan mereka sebagaimana penjajahan fisik dahuly,
tanpa harus membangun infrastruktur seperti Belanda, bahkan negeri ini
yang menyiapkan segala keperluan mereka, menjaga mereka dan
melayaninya.

Dengan berbekal UU tersebut, pemerintah telah memprivatisasi 12
BUMN pada periode 1991-2001 dan 10 BUMN pada periode 2001-2006.
Pemerintah tahun 2008 melalui Komite Privatisasi BUMN yang diketuai
Menko Ekuin Boediono saat itu mengharapkan agar dari 139 BUMN

diprivatisasi menjadi 69 BUMN. Karenanya, privatisasi itu akan terus
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adalah pencabutan secara bertahap subsidi BBM yang telah dan akan
dilakukan. Juga pencabutan subsidi di bidang pertanian (seperti
pencabutan subsidi pupuk), kesehatan, pendidikan, dll. SDA Indonesia
dikangkangi asing; di bidang perminyakan, penghasil minyak utama
didominasi oleh asing. Diantaranya, Chevron 44%, Pertamina & mitra
16%, Total E&P 10%, Conoco Phillip 8%, Medco 6%, CNOOC 5%,
Petrochina 3%, BP 2%, Vico Indonesia 2%, Kodeco Energy 1 % lainnya
3%. Di bidang pertambangan, lebih dari 70% de asing. Asing juga
menguasai 50,6% aset perbankan nasional per Maret 2011. Total
kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan
yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek. Dari semua itu, utang
luar negeri semakin membengkak, hingga April 2011 mencapai Rp 1. 697,
44 triliun.™

Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberian utang Indonesia
dimana sebagai pemegang otoritas kebijakan didalam perkonomian
Indonesia, termasuk kebijakan politik Amerika Serikat dengan ketentuan
anti komunisnya untuk menjerat bangsa Indonesia masuk ke dalam strategi

kapitalisme global.
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Sementara itu badan intelijen Amerika Serikat (CIA) telah
menyusupi hampir semua badan, lembaga, kekuatan sosial politik, dan
oknum-oknum penting untuk kemudian diperalatnya. Termasuk
melibatkan yayasan-yayasan yang menyediakan dana-dana bantuan
pendidikan semacam Ford Foundation dan Rockefeller Foundation, yang
di samping sering memberikan bantuan-bantuan perlengkapan, tenaga-
tenaga ahli, juga membiayai pengiriman mahasiswa-mahasiswa di luar
negeri itu; adalah alat, pangkalan (sarang) dan kedok CIA untuk
melancarkan operasi-operasinya ke wilayah Indonesia.

Dengan upaya Amerika serikat mengetahui sistem yang ada di
Indonesia termasuk perekonomian Indonesia, maka Amerika Serikat dapat
mengetahui kelemahan Indonesia di bidang politik, yang mengakibatkan
ketergantungan Indonesia semakin meningkat.

Adapun penyebab adanya kepentingan Amerika dibalik utang Luar
Negeri Indonesia adalah:
1. Kepentingan historis utang Indonsia sejak pemerintahan
Soekarno, Orde lama, hingga sekarang,

2. Kepentingan di .bidang perekonomian domestik maupun

internasional

3. Kepentingan perdagangan ekspor maupun impor
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Kepentingan tersebutlah yang mendasari amerika serikat dalam
pemberian utang luar negeri Indonesia yang berasal dari Amerika serikat.
Disisi lain bahwa melihat Indonesia merupakan Negara yang banyak
menghasilkan perekonomian dibidang pertanian dan migas untuk
keberlanjutan kegiatan perekonomian, maka Amerika Serikat menekankan

untuk pemberian utang dengan jaminan perekonomian yang ada di
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